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P U T U S A N

Nomor 357/Pdt.G/2015/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, 

tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di 

Kota Palu,  sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat; 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 

Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor : 

357/Pdt.G/2015/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat  

melangsungkan pernikahan,  sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah 

Nomor ---/46/X/2001 tanggal 13 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten 

Donggala, Sulawesi Tengah;
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2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat  dengan Tergugat  telah 

hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang 

anak, masing-masing bernama :

a. Anak I (perempuan), umur 13 tahun;

b. Anak II (laki-laki), umur 5 tahun;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan 

harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi 

persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan 

dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Maret 

2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan 

percekcokan disebabkan karena :

a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

b. Tergugat memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele dan 

sering mengancam Penggugat;

c. Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat;

d. Tergugat sering mabuk-mabukan, Penggugat sudah sering 

menasihati agar Tergugat berhenti mabuk-mabukan, namun Tergugat 

hanya memarahi Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Maret 2013, 

dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran 

yang dikarenakan masalah sepele dan kemudian Tergugat mengusir 

Penggugat. Sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah. 

Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 2 

tahun 2 bulan lamanya. Selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak 
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pernah diberikan nafkah oleh Tergugat, dan Tergugat pun sekarang telah 

tinggal bersama dengan wanita lain;

6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah 

tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan 

perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

      Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  kepada Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan  yang 

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  

Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak 

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun 

menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah 

dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya 

itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 

bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui 

proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan 
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tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka 

proses mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat 

agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha 

tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat;     

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar 

tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti  sebagai berikut :

A. Surat.

• Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/46/X/2001,  tanggal 13 Maret 

2002, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Sigi Biromaru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan 

bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru 

Honorer, bertempat tinggal di Kota Palu, setelah bersumpah menurut tata 

cara agamanya (Kristen Protestan), lalu memberikan keterangan sebagai 

berikut :

• Bahwa saksi mengenal dan terikat hubungan keluarga, yakni 

Penggugat adalah tante saksi;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah 

membina rumah tangganya serta telah dikaruniai anak;
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• Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pada awal 

membina rumah tangga telah hidup rukun dalam membina rumah 

tangga, namun keharmonisan tersebut sudah hilang sejak beberapa 

bulan terakhir ini;

• Bahwa penyebab keretakan rumah tangga suami isteri tersebut, oleh 

karena Tergugat sering mengancam dan mengusir Penggugat apabila 

keduanya terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terlibat dalam perselisihan 

dan pertengkaran, oleh karena Tergugat menuduh Penggugat 

menghilangkan buku catatan dagangnya;

• Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman 

bersama dan sudah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya;

• Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat 

untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, 

tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Birobuli Selatan, 

Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, setelah bersumpah menurut tata 

cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat, karena Penggugat 

saudara sepupu dengan suami saksi;

• Bahwa Penggugat dan  Tergugat adalah pasangan suami isteri,  

menikah pada tahun 2002;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat  selama membina rumah tangga 

sudah  dikaruniai  2 (dua) orang anak;
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• Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan 

harmonis sebagaimana layaknya suami istri, tetapi  sejak tahun 

2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan  Tergugat sudah 

tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan 

bertengkar;

• Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering marah-marah dan 

mengancam Penggugat, Tergugat juga jarang memberi nafkah 

kepada Penggugat, selain itu sering berbeda pendapat meskipun 

masalah sepele seperti buku dagang Tergugat hilang, Tergugat 

marah dan menyalahkan Penggugat;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya,  Penggugat yang 

meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;

• Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan  Tergugat 

bahkan Penggugat dan Tergugat juga pernah dirukukan oleh 

Kepala Desa Palolo, tapi tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

telah mengakui dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada 

pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya  untuk mempersingkat  uraian putusan ini ditunjuk 

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara  persidangan 

perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa posita angka 1, Penggugat telah mendalilkan bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 13 

Maret 2002 dan telah hidup membina rumah tangga dan telah dikaruniai 

keturunan. oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih 

dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya yang terkait dengan 

perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti  tertulis  dan 

saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan 

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
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Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten 

Sigi), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut 

menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat,  

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti 

telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai  

sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa angka 4 dan 5, Penggugat telah mendalilkan bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah 

tangga sejak bulan Maret 2013, karena sering terlibat dalam perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar, jarang memberikan 

nafkah, sering mabuk-mabukan;

• Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman 

bersama sejak 2 (dua) tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan 

keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi 

dalam hal ini adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat dan telah 

disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana 

diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, 

mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang 

dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, 

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, 

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat  tersebut 

telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu 

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi 

Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

• Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adal suami isteri 

sah;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan 

perkawinan telah hidup rukun dalam membina rumah tangganya 

dan telah dikaruniai anak;

• Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir ini antara Penggugat dan 

Tergugat tidak harmonis karena adanya perselisihan dan 

pertengkaran dan berlanjut dengan pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa  dengan adanya  fakta-fakta tersebut telah 

merupakan  bukti bahwa rumah tangga  antara Penggugat dengan Tergugat 

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk 

ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara 

Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah 

terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud  Pasal 19 huruf (f)  

Peraturan Pemerintah  Nomor 9 tahun 1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat 

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 
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Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika 

Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah 

tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi 

dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan 

rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara 

tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka 

perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa 

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik 

dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi 

perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi 

selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta 

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, yang 

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat menunjukkan 

bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan 

saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang 

harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sejak 2 

(dua) tahun  terakhir ini, telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak saling 

mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa 

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, hal ini sejalan 

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 

Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan 

Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya 
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perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri 

pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu 

perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat 

telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi 

sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar’i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut : 

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى 
طلقة

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim 

dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.  

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-

dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat 

diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama 

harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi 

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah 
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tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat 

putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra  Tergugat terhadap  Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera  Pengadilan Agama Palu untuk 

mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada 

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Palu,  kepada  

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kota Palu dan kepada 

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama  Kabupaten Sigi,  

Propinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk 

itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- 

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu  rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 Masehi 
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bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1436 Hijriah. Oleh kami Drs. Abd. 

Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso 

masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Moh. Rizal, 

S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota                              Ketua Majelis

     Dra. Nurhayati     Drs.Abd.Pakih,SH.,MH.                     
Hakim Anggota                             

               

    Drs. H. Kaso
                                                                   Panitera Pengganti

                                                       

           Moh. Rizal, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp.    30.000,-
2. ATK Rp.    50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.  300.000,-
4. Redaksi Rp.      5.000,-
5.

Meterai Rp.      6.000,-
     Jumlah                         Rp.  391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu  rupiah);
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